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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan
suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai
dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan

evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), serta perangkat peraturan perundangan
penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah
berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan
pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas

dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka
waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada
Pasal 272 Ayat 1 bahwa, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis

dengan berpedoman pada RPJM.

Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur
dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan
dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal
RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun
rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD

dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4); Berdasarkan
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pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa
penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang
sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sejak Berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal
1 angka 23 dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal
1 angka 7, maka numenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
untuk Dokumen Perencanaan berubah menjadi Perangkat Daerah,
sedangkan numenklatur SKPD di gunakan untuk pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 beserta perubahannya,

pasal 1 angka 11.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Dalam Rangka pelaksanaan perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tanjung Jabung Barat
Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk
menyiapkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu
pada proses penyusunan RPJMD dan penyusunannya berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun

20162021 disusun untuk dijadikan landasan dalam penyusunan rencana
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kerja tahunan sampai perencanaan tahun 2021, dengan harapan dapat
menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal

regional maupun nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat tahun 2016 — 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
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10.

11.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016

Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2016 Nomor 67 );

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1.

Merubah keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 050/46/bappeda/2017
tentang penetapan Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 beserta

lampirannya dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat;
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2. Menyesuaikan arah dan pedoman dalam menentukan prioritas-

prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2016-2021.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah :

1.

Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Rencana Kerja
Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan digunakan

sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD sampai Tahun 2021;

Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Kabupaten Tanjung

Jabung Barat 2016 - 2021;

Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sampai tahun 2021.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 — 2021 disusun menurut

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan

3.2. Telaahan Visi Misi Bupati

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.4. Penentuan isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BabV  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP.
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas
membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan

dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Pembangunan
Daerah dipimpin kepala badan dibantu sekretaris dengan 3 subbagian dan
empat kepala bidang membawahi masing-masing 3 subbidang beserta staf

pelaksana dengan jumlah pegawai keseluruhan 65 orang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga
yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten
Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres
Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih
lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor
185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka
diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami
berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan
pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54
Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi

terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka
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Perda pembentukan Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003
Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui
dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok
dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah
menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan
dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67
tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan
dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang

penelitian dan pengembangan;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang

penelitian dan pengembangan;
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3.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang

penelitian dan pengembangan;

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan

pengembangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

1.

koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana
program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas
kinerja;

pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan
meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja

sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi:

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbagian dengan

tugas sebagai berikut :
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a.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset,

kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

a.

melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan
kepegawaian,;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan
kepegawaian;

melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi
kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan
rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan

pegawai dan kesejahteraan pegawai;

melakukan  penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan
ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat,

tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;

melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi
kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan,

tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris
barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;

melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi
terkait sesuai lingkup tugas; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya

Kepala Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

urusan keuangan dengan uraian tugas :

melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup

administrasi keuangan;

melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi

keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian
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keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan
urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan
Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi,

tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;

melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi

keuangan; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

program dengan uraian tugas :

a.

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup

perencanaan, evaluasi dan pelaporan program,;

melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan
penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan

anggaran;

melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang

untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;

melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi
dan penilaian kinerja;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran
meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan

pusat secara lintas program;

melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD); dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.
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B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan
program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data
pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan

pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian,

pengembangan dan data;

b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;

c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan,
pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan

daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan
informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan

perencanaan pembangunan daerah;

e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah;

f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi
daerah;

g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan
daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dalam
menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan

tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
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penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan
dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data,

evaluasi dan pelaporan;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi

perencanaan pembangunan Daerah;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan Musrenbang;

e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

perencanaan pembangunan Daerah;

f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerjasama

Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah,
pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan

program dan kerja sama dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian,
fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan/atau kerjasama penelitian,
pengkajian serta analisis pengembangan program pembangunan

daerah;
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c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program

pembangunan dalam daerah dan antar daerah;

d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

e. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta

pelaksanaan pengkajian peraturan;

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah

kebijakan dan strategi perencanaan kerjasama pembangunan daerah;

g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas
melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan,
mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasi

dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian,
fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi

dan teknologi daerah;

c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan
dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi

dan teknologi daerah;

d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan

teknologi daerah;

e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.
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C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi:
bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan,

perindustrian, pengawasan, serta keuangan yang mempunyai fungsi :

a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan
rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan
rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen
perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan
pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan
sumber daya alam; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan
Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai

berikut :
a. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan
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perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang
tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal

dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

RENJA dan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup ekonomi;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan
keuangan meliputi : bidang pengawasan dan keuangan dengan uraian

tugas :
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a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan

keuangan,;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan

keuangan,;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup pengawasan dan keuangan;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

c. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam
meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian dengan

uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;
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b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya

alam;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup sumber daya alam;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi:
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan,
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah
raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

serta kecamatan yang mempunyai fungsi :

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kab. Tanjab Barat 2016-2021 Hal 19



a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan

rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan

daerah di bidang sosial dan pemerintahan;

c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan
rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen

perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;

d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;

e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan
pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

di bidang sosial dan pemerintahan;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;

g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan

pemerintahan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam menjalankan Tugas

dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :
a. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan
perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial meliputi: bidang sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan
masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga

berencana dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
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c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis
penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan

dokumen perencanaan lingkup sosial;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
lingkup sosial;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup
pemerintahan dan sumber daya manusia meliputi: bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian
tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber

daya manusia;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan

teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
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RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber

daya manusia;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan

sumber daya manusia;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya

manusia,;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan

dan sumber daya manusia;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

c. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan
Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan
ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan

olah raga, kebudayaan, serta pariwisata dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;
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b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat,

ketentraman dan ketertiban umum;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis
penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan
dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan

ketertiban umum;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat,

ketentraman dan ketertiban umum;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan

ketertiban umum;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan

rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan
prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup,
perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan,

kearsipan, dan bencana yang mempunyai fungsi :
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a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan

rencana kerja bidang sarana dan prasarana;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan

daerah di bidang sarana dan prasarana;

c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan
rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen

perencanaan di bidang sarana dan prasarana;

d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;

e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan
pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

di bidang sarana dan prasarana;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;

g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan

prasarana; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Tugas dan

Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Infrastuktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan
perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur meliputi: bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan

kawasan permukiman dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
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c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

RENJA dan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup infrastruktur;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup
perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan,
komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan

dengan uraian Tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi

dan informatika;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan

teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
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RENJA dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi

dan informatika;

melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan,

komunikasi dan informatika;

melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan

informatika;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan,

komunikasi dan informatika;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan

lingkungan hidup meliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup dengan

uraian tugas :

a.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan

hidup;
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melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan
hidup;

melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan
lingkungan hidup;

melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan
lingkungan hidup;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tabel 1 : Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang pada
Kantor Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2
(<]

Gol/Ruang TKS Jumlah
IV/c
IV/b
IV/a
11/d
II/c
I/b
II/a
I1/d
II/c
II/b
II/a
I/c
TKK - 22 22
CS - 2 2
Jumlah 44 24 68
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Tabel 2 : Jumlah Sarana Perlengkapan pada kantor Bappemdal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO KELENGKAPAN JUMLAH
1 | Kendaraan Roda Empat 4 Unit
2 | Kendaraan Roda Dua 29 Unit
3 | Laptop 18 Unit
4 | Komputer PC/Dekstop 36 Unit
5 | Printer 31 Unit
6 |AC 2 Unit
7 | Infokus 4 Unit
8 | Faxsimile 2 Unit
9 | Handy Cam 1 Unit
10 | Kursi Tamu 1 Unit
11 | Filling Kabinet 12 Unit
12 | Meja Tulis/ Kerja 23 Unit
13 | Kursi Kerja/Putar 21 Unit
14 | Lemari Arsip 21 Unit
15 | Meja Rapat Bundar+ Kursi 1 Unit
16 | Meja Rapat Panjang 18 Unit
17 | Kursi Rapat Besi 15 Unit
18 | Parabola 1 Unit
19 | GPS 4 Unit
20 | Server 1 Unit
21 | UPS 8 Unit
22 | Mesin Penghancur Kertas 2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima

tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan
kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan peraturan

perundang-undangan dan di laksanakan tepat waktu;

2. Penyusunan dan penyampaian pelaporan hasil pelaksana